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 Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai 
usaha bagi manusia tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran 
Islam jual beli harus sesuai syariat Islam, baik dari segi rukun dan syaratnya. Jual 
beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya jual beli akan berakibat tidak 
sahnya jual beli yang dilakukan. Praktik yang terjadi pada masyarakat di Desa 
Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah yang terkait 
dengan jual beli gaji, transaksi ini biasanya terjadi karena kebutuhan ekonomi 
yang mendesak yang sering membuat masyarakat memilih jalan untuk menjual 
gajinya, masyarakat di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai 
Lampung Tengah ini biasanya menjual gajinya pada orang lain yang berminat 
atau yang memiliki uang, biasanya mereka menjual gaji tersebut dengan harga 
lebih murah dibandingkan nominal gaji yang akan didapatkan nantinya. Pemilik 
gaji (penjual) menangguhkan gaji tersebut kepada pembeli dan menyerahkan 
ATM (Autometic Teller Machine) beserta kode PIN. 
Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana praktik jual beli gaji 
buruh dalam tinjauan hukum Islam di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan 
Terusan Nunyai? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli gaji buruh 
di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah? Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli gaji buruh di 
Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah, serta 
untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli 
gaji buruh di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Lampung 
Tengah. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat 
normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi 
dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik editing 
koding dan sistematisasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual 
beli gaji buruh yang terjadi di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan 
Nunyai Lampung Tengah ini terjadi dikarenakan kebutuhan yangt amat mendesak 
yang menyebabkan si pemilik gaji (penjual) menjual gajinya kepada orang lain 
dengan harga yang lebih murah. Transaksi jual beli gaji buruh ini pada dasarnya 
bukanlah akad jual beli melainkan akad utang piutang yang dimana si pemilik gaji 
(penjual) menangguhkan gaji yang ia miliki kepada si pembeli yang pada saat itu 
bersedia memberikan uang kepada si pemilik gaji (penjual) dengan syarat si 
pemilik gaji (penjual) memberikan jaminan berupa ATM (Autometic Teller 
Machine) beserta kode PIN kepada si pembeli. Praktik jual beli gaji buruh di Desa 
Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah ini dapat 










                           
                          
“Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling     memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu 
membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
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A. Penegasan Judul 
Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, agar tidak terjadi 
kesalahpahaman dalam makna yang terkandung dalam judul, maka penulis 
memerlukan adanya pembatasan arti kalimat dengan harapan memperoleh 
gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judulnya adalah 
“JUAL BELI GAJI BURUH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM” 
(Studi Pada Buruh Pisang di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan 
Nunyai Lampung Tengah). Adapun istilah-istilah  dalam judul adalah: 
Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang 
yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu 
menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian 
atau ketentuan yang dibenarkan Syara‟ dan disepakati.
1
 
Gaji adalah balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang dalam 
waktu tertentu.
2
 Gaji merupakan suatu bentuk pembayaran atau kompensasi  
periodik dari  seorang majikan (perusahaan) pada karyawannya sesuai dengan 
kontrak atau kesepakatan yang berlaku antara kedua belah pihak. 
Buruh adalah orang yang bekerja dengan mendapat upah; pekerja.
3
 
Buruh adalah  mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan 
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 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), h. 68-69 
2
 Departement Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: 
Pusat Bahasa, 2008) h. 426  
3
 Ibid., h. 241 
 
 
imbalan secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua 
belah pihak. 
Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah 
SWT dan sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui 
dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.
4
 
Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas, yang dimaksud dengan judul 
penelitian ini adalah bagaimana menurut hukum Islam tentang jual beli gaji 
buruh yang dilakukan di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai 
Lampung Tengah. 
B. Alasan Memilih Judul 
Alasan penulis memilih judul “Jual Beli Gaji Buruh dalam Tinjauan 
Hukum Islam” ini yaitu: 
1. Alasan Objektif, Jual Beli merupakan suatu hal yang dibolehkan dalam 
Islam, akan tetapi sudahkah pelaksanaan Jual Beli Gaji Buruh yang 
terjadi di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Lampung 
Tengah sudah sesuai dengan syariat Islam. 
2. Alasan subjektif, agar penulis mendapat gelar di Fakultas  Syari‟ah yang 
mana penelitian ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan 
jurusan Mu‟amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung tempat 
dimana penulis menuntut ilmu dan memperdalam ilmu pemgetahuan, 
serta agar penulis mampu memahami topik yang dibahas, data dan 
 
4
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.5 
 
 
literatur yang mendukung pembahasan penelitian ini sehingga dapat 
diselesaikan tepat pada waktunya. 
C. Latar Belakang Masalah 
Islam merupakan agama yang universal dan menyeluruh, yang tidak 
hanya mengatur masalah ibadah tetapi juga sebagai aturan-aturan dan fondasi 
setiap umat muslim yang dimulai dari hal kecil hingga hal besar. Mayoritas 
masyarakat Indonesia beragama Islam, sehingga mempengaruhi terbentuknya 
suatu aturan yang berdasarkan atas agam Islam. 
Salah satu aturan dalam Islam yaitu mengatur tentang jual beli, jual 
beli ialah tukar-menukar suatu barang, baik dilakukan dengan uang maupun 
barang dengan barang atau benda yang lain atas dasar suka sama suka 
diantara kedua belah pihak, yang biasa disebut an taraadin, artinya atas dasar 
kerelaan kedua belah pihak, yakni pihak pembeli dan pihak penjual.
5
 
Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah lama dilaksanakan 
oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Pada prinsipnya 
jual beli hukumnya halal, namun bagaimana cara kita berjual belinya itu yang 
dapat menjadikan  hukum jual beli beralih hukum.
6
 
Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma‟, yakni 
diantaranya firman Allah dalam surat An-Nisa: 29 
                         
                         
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 Muhammad Ali, Fiqih, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013), h. 95 
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 Ibrahim, Penerapan Fikih, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), h.3 
 
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling     memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu 




 Ayat di atas menjelaskan bahwa sesama manusia tidak diperbolehkan 
memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil/jalan yang tidak 
dianjurkan dan dibenarkan dalam syari‟at Islam. Islam adalah agama yang 
menjamin perdamaian dan keharmonisan hidup manusia. Islam menentang 
segala bentuk aktivitas yang menyebabkan permusuhan dan pertikaian dalam 
masyarakat. Maka sebelum melaksanakan jual beli, sebaiknya harus 
memperhatikan syarat dan rukun dalam berjual beli. 
 Terdapat rukun dan syarat-syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi 
agar sahnya jual beli tersebut. Tujuan adanya syarat tersebut antara lain untuk 
menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang 
yang sedang berakad dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat 
terjadinya akad, akad tersebut batal/tidak sah. 
 Adapun hikmah disyariatkannya jual beli adalah merealisasikan 
keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya, dengan 
adanya jual beli dia mampu untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya, 
karena pada umumnya kebutuhan seseorang sangat terkait dengan sesuatu 
yang dimiliki saudaranya. Dapat diartikan bahwa hikmah diperbolehkannya 
jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan bermu‟amalah.
8   
 
7
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya,(Bandung: Penertbit 
Diponegoro,2005),  h.65 
8
 Sudarto, Ilmu Fikih, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.256 
 
 
Aturan lainnya yang diatur dalam Islam yaitu Qard (hutang piutang), 
Qard (hutang piutang) adalah memberikan harta kepada orang yang akan 
memanfaatkannya dan mengembalikannya dikemudian hari.
9
 Dapat dipahami 
bahwa qard adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang 
kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau 
menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan 
pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung 
pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya.
10
 
 Landasan hukum disyariatkannya qard berdasarkan firman Allah 
dalam surat Al-Baqarah ayat 245: 
                           
               
Artinya: siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 
baik (menafkahkan hartanya dijalan Allah), maka Allah melipatgandakan 




 Kaum muslimin juga telah sepakat bahwa qard disyariatkan dalam 
bermu‟amalah. Hal ini karena di dalam qard terdapat unsur untuk 
meringankan beban orang lain tanpa mengharap balasan. 
 Aturan lainnya yang diatur dalam Islam salah satunya ialah Riba, riba 
adalah perbuatan jahiliyah yang paling ditentang dalam Islam. Tidak ada 
ancaman baik yang tersirat maupun tersurat yang lebih keras dibandingkan 
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dengan ancaman Allah berkenaan dengan riba.
12
 Orang yang melakukan 
praktik riba hidup dalam situasi gelisah, tidak tentram, selalu bingung dan 
berada kepada ketidakpastian disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju 
kepada materi dan penambahannya.
13
 Allah menyatakan perang pada 
pemakan harta riba, Allah akan menimpakan hukuman dan siksa yang 
ditujukan pada individu, masyarakat, umat ataupun bangsa.
14
 Riba merupakan 
aktivitas yang sejak awal bertentangan dengan kaidah dan konsep keimanan 
secara mutlak. Selain itu, riba juga merupakan sistem yang didasarkan pada 
konsep yang sama sekali berbeda dari konsep kekhalifahan manusia dan 
keimanan. Maka dari itu Allah melarang praktik riba dalam kehidupan kita. 
Kita sebagai manusia harus  lebih dapat membedakan antara yang 
diperbolehkan (halal) dan yang dilarang (haram) dan juga antara yang haq 
dan yang bathil.  
 Adapun salah satu permasalahan yang terjadi di masyarakat di Desa 
Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah yaitu 
terkait  jual beli gaji. Transaksi ini biasanya terjadi karena kebutuhan 
ekonomi yang mendesak yang sering membuat masyarakat memilih jalan 
untuk menjual gajinya, masyarakat di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan 
Terusan Nunyai Lampung Tengah ini biasanya menjual gajinya pada orang 
lain yang berminat atau yang memiliki uang, biasanya mereka menjual gaji 
tersebut dengan harga lebih murah dibandingkan nominal gaji yang akan ia 
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dapatkan. Pembeli biasanya mendapatkan kelebihan uang berkisar 15% 
sampai dengan 20% dikarenakan si pemilik gaji (penjual) tidak memberikan 
secara kontan gaji tersebut kepada pembeli di awal akad atau dengan kata lain 
si pemilik gaji (penjual) menangguhkan gajinya tersebut kepada pembeli. 
 Karena hal ini menarik untuk diteliti, disamping sebagai bagian dari 
cara manusia bertransaksi, juga merupakan masalah fiqh muamalah yang 
sesuai dengan ketetapan hukum, maksudnya ialah harus memenuhi 
persyaratan-persyaratan, rukun dan hal lainnya yang berkaitan dengan jual 
beli yang telah di tetapkan dalam Al-Quran, Sunnah dan Ijma‟ sehingga bila 
syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan 
kehendak syara‟. 
 Untuk memahami masalah tersebut lebih dalam maka perlu 
dikemukakan bagaimana menurut tinjauan hukum Islam mengenai jual beli 
gaji pegawai tersebut. Oleh karenanya, umat Islam kontemporer harus bisa 
memformulasikan hukum dan ajaran sesuai dengan tuntutan masa dan 
lingkungannya dengan berdasaarkan sumber aslinya yaitu Al-Quran dan 
Hadis sehingga sesuai dengan ajaran Islam. 
 Berdasarkan keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas dengn judul “Jual Beli Gaji 
Buruh dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Buruh Pisang di Desa 





D. Fokus Penelitian 
 Fokus penelitian proposal yang berjudul “ jual beli gaji buruh dalam 
tinjauan hukum Islam (Studi di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan 
Nunyai Lampung Tengah)” , penulis lebih memfokuskan pada jual beli gaji 
buruh dalam tinjauan hukum Islam, sehingga diperbolehkan atau tidaknya 
transaksi tersebut dalam hukum Islam. 
E. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana praktik jual beli gaji buruh di Desa Gunung Batin Udik 
Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang Jual beli gaji buruh di Desa 
Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah? 
F. Tujuan Penelitian 
 Ada beberapa alasan penulis memilih judul ini sebagai bahan untuk 
penelitian, yaitu sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui praktik jual beli gaji buruh di Desa Gunung Batin 
Udik Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah. 
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam Tentang jual beli gaji buruh di 
Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah. 
G. Signifikasi Penelitian 
1. Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat menambah 
wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai jual beli gaji dalam tinjauan 
hukum Islam dan diharapkan dapat memperkaya pemikiran ke Islaman 
 
 
pada umumnya, civitas akademik Fakultas Syari‟ah, Jurusan Muamalah 
pada khususnya. 
2. Secara praktisi, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat 
memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada fakultas Syariah 
dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. 
H. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan 
(field research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang 
sebenarnya.
15
 Mengingat jenis penelitian adalah penelitian lapangan 
maka dalam pengumpulan data penulis menggali data-data yang 
bersumber dari lapangan (lokasi penelitian) dalam hal ini. 
Selain itu, dalam penelitian ini penulis juga didukung dengan 
penelitian pustaka untuk mengumpulkan informasi  dengan 
menggunakan buku, catatan, dokumen, jurnal, artikel dan refrensi 
lainnya yang berkaitan dengan hukum Islam tentang jual beli gaji 
buruh yang terjadi di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai 
Lampung Tengah. 
b. Sifat Penelitian 
  Apabila dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat normatif, 
yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk 
 
15




menginterprestasikan masa lampau. Walaupun data yang dianalisis 
sudah lewat namun hasilnya dapat dimanfaatkan untuk 
menginterprestasikan atau memprediksi kejadian sekarang.
16
 Dalam 
penelitian ini akan dijelaskan mengenai jual beli gaji buruh dengan 
dijelaskan pula pandangan hukum Islam tentang kejadian  dalam 
konteks masalah tersebut.  
2. Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 
langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian.
17
 Sumber 
data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan. 
b. Data sekunder 
Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung 
memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 
atau lewat dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini 
adalah sumber data yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang terkait 
dengan permasalahan, khususnya berkenaan dengan jual beli, Al-
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3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi  
Populasi adalah kesulurahan objek penelitian dari kumpulan 
satuan atau kumpulan individu yang merupakan sasaran yang berkaitan 
dengan masalah penelitian.
18
 Populasi dalam penelitian ini adalah 8 
orang yang telah menjual gajinya pada orang lain dengan harga lebih 
murah dan 2 orang yang membeli gaji buruh tersebut di Desa Gunung 
Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah dalam kurun 
waktu 3 bulan terakhir. 
b. Sampel 
Menurut Suharsimi Arikunto sampel adalah sebagian populasi 
atau wakil yang diteliti.
19
 Menurut Suharsimi Arikunto apabila yang 
diteliti kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitian 
merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya 
lebih besar dapat diambil diantara 10-15% atau 20-25% atau lebih.
20
 
Berdasarkan penentuan jumlah sampel yang dijelaskan, sehingga 
penelitian mengambil sampel penelitian populasi karena jumlah 
populasi kurang dari 100. 
4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling 
strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk 
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mendapatkan data. Dalam pengelolaan data ini, penulis menggunakan 
beberapakan metode/cara yaitu diantaranya: 
a. Observasi 
Observasi atau pengamatan data dalam suatu penelitian, 
merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian 
untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, 
atau suatu studi yang di sengaja dan sistematis tentang 
keadaan/fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan 
mengamati dan mencatat.
21
 Observasi yang dilakukan yaitu dengan 
melakukan pengamatan terhadap sistem transaksi jual beli gaji 
buruh. 
b. Wawancara (interview) 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan 
peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui 
bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat 
memberikan keterangan pada si peneliti.
22
 
5. Metode Pengolahan Data 
Setelah semua data yang ada terhimpun kemudian diadakan 
pengolahan data. Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengolah data 
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a. Pemeriksaan Data (Editing) 
Hal ini dilakukan setelah semua data yang kita kumpulkan 
melalui kuesioner atau angket atau instrumen lainnya. Langkah 
pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa kembali semua 
kuesioner tersebut satu persatu.
23
 
b. Koding  
Memberi tanda code terhadap pertanyaan-pertanyaan yang 
telah diajukan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah waktu 
mengadakan tabulasi dan analisa. Jika pertanyaan terdiri dari 
beberapa item dan jumlah kuesioner yang banyak serta variabel yang 
satu dengan yang lainnya memerlukan code dan tanda-tanda tertentu 
seperti analisa dengan menggunakan komputer, maka hal 
pengkodean ini sangat diperlukan
24
 
c. Sistematisasi Data (Systemating) 
Sistematisasi data yaitu usul penelitian tersebut disusun 
secara sistematis menurut pola tertentu dari yang paling sederhana 
sampai yang kompleks hingga tercapai tujuan secara efektif dan 
efisien atau dikatakan juga konsisten.
25
 
6. Analisis Data 
Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah 
hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah suatu proses 
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mencari dan menyusun secara sistematika data yang diperoleh hasil 
wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun 
pola memilih mana yang penting yang harus dipelajari, membuat 
kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.
26
 
Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan 
dengan kajian penelitian. Dengan menggiunakan metode berfikir induktif 
yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk 
mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum 




 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 





A. Jual Beli 
1. Pengertian Jual Beli 
 
Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan 
pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli.
27
 
Jual beli secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang 
dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan 




Sementara secara terminologi, ada beberapa definisi dan yang paling 
bagus adalah adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam 
Hayiyah-nya bahwa “Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat 
kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu 
selamanya dan bukan untuk bertaqqarub kepada Allah.
29
 
Ada juga yang mendefinisikan jual beli sebagai pemilikan terhadap 
harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta. 
Definisi jual beli ini merupakan padanan kata syira‟ (membeli) dan 
padanan sesuatu yang berbeda dan bergabung dengannya dibawah naungan 
dalil yang global. Dengan begitu akan terdiri dari dua bagian yang satunya 
adalah menjual (al-bai‟a) dan dinamakan orang yang menjualnya sebagai 
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ba‟i‟an (penjual) dan didefinisikan sebagai pemilikan dengan ganti 
dengan cara khusus, dan menjadi lawan kata syira‟ (membeli) yang 
merupakan bagian kedua dan dinamakan orang yang melakukannya sebagai 
pembeli dan didefinisikan sebagai pemilikan dengan ganti juga.
30
 
Allah mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk 
manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai 
kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada 
orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin 
memebrinya tanpa imbalan, untuk itu diperlukan hubungan interaksi dengan 




Berdasarkan beberapa pendapat diatas, jual beli adalah transaksi tukar 
menukar barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan 
syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau dengan cara saling 
memberikan  barang atau uang tanpa mengucapkan ijab kabul.  
2. Dasar Hukum Jual Beli 
Diantara dalil atau landasan syariah yang memperbolehkan praktik 
jual beli adalah sebagai berikut: 
a. Al-Quran 
Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam, memberikan 
dasar-dasar diperbolehkannya jual beli guna memenuhi kebutuhan hidup 
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orang Islam. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam QS Al-
Baqarah :275 
              ... 





Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual 
beli dan mengharamkan riba, ayat ini juga dapat dipahami untuk 
melakukan jual beli dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah 
ditetapkan dalam Islam. 
                        
                      
     
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha 




Ayat tersebut memberikan isyarat, bahwa perniagaan yang 
diperbolehkan dalam mu‟amalah yang Islami adalah perniagaan yang 
dapat memperoleh keuntungan disamping juga bisa menimbulkan 
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 َقاَل: ْطَيُب؟َل: أيُّ الَكْسِب أَ ّلى اهلل َعَلْيِو َوَسلَّْم ُسئِ َعن رَِفاَعَة ْبِن َراِفٍع، َأنَّ النَّيبَّ صَ 
 )َعَمُل الرَّ ُجِل بَِيِدِه، وَُكلُّ بَ ْيٍع َمب ُْرْوٍر(. َرَواُه البَ زَّاُر و َصحََّحُو احلَا ِكمُ 
 
Artinya: Dari Rifa‟ah ibnu Rafi‟ bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah 
ditamya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “usaha 





Hadis diatas menjelaskan bahwa jual beli yang mendapat berkah 
dari Allah adalah jual beli yang jujur, tidak curang dan tidak 
mengandung unsur penipuan atau penghianatan. 
c. Ijma‟ 
Ulama telah sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan 
bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa 
bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang 




3. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Jual beli akan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang 
menjadi rukun jual beli dikalangan Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Ini yang 
ditunjukan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi (muathah). 
Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli dikalangan Jumhur ada empat. 
Adapun yang menjadi rukun jual beli adalah: 
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1. Ba‟i wa musytari (penjual dan pembeli) disyaratkan: 
a. Berakal dalam arti mumayiz 
Jual beli tidak dipandang sah bila dilakukan oleh orang gila, dan 
anak kecil yang tidak berakal. Dalam hal ini terjadi perbedaan 
pendapat dikalangan ulama. Ulama dari kalangan Hanafiyah, 
Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa transaksi jual beli yang 
dilakukan anak-anak kecil yang telah mumayiz adalah sah selama ada 
izin dari walinya.  
b. Atas kemauan sendiri 
Jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak 
ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama 
suka. 
c. Bukan pemboros dan pailit 
Terhadap orang ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena 
mereka dikenakan hajru (larangan melakukan transaksi terhadap 
harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk 
menjaga hartanya dari kesia-kesian. Bagi orang pailit dilarang 
melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain. 
2. Mabi‟ wa tsaman (benda dan uang) diisyaratkan: 
a. Milik sendiri 
Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan 
kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti akad wikalah 
 
 
(perwakilan). Akad jual beli mempunyai pengaruh terhadap 
perpindahan hak milik. 
b. Benda yang diperjual belikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, 
jelas sifat, ukuran dan jenisnya. 
Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud 
atau tidak jelas wujudnya tidak sah, seperti jual beli buah-buah yang 
belum jelas buahnya (masih dalam putik), jual beli anak hewan yang 
masih dalam perut induknya dan jual beli susu yang masih dalam susu 
induk (belum diperas). 
c. Benda yang diperjualbelikan dapat diserah terimakan ketika akad 
secara langsung maupun tidak langsung. 
d. Benda yang dijual belikan adalah mal mutaqawwim, mal mutaqawwin 
merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya.
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3. Sighat ijab dan kabul, diisyaratkan: 
a. Ijab dan kabul diucapkan oleh orang yang mampu (ahliyah). 
b. Kabul berkesesuaian dengan ijab, misalnya seseorang berkata “saya 
jual barang ini dengan harga sekian”. Kemudian dijawab “saya beli”, 
atau “saya terima kasih”, atau yang semakna dengan kalimat tersebut 
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Adapun yang menjadi syarat sahnya jual beli yaitu: 
1) Syarat bagi orang yang melakukan akad jual beli antara lain: 
Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut: 
a) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang 
terbaik bagi dirinya, sebagaimana firman Allah: 
              ...     
Artinya: “dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada 
orang yang bodoh (belum sempurna akalnya) harta (mereka 
yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai 




b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya 
bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak 
tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak 
lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual 
beli bukan karena kehendaknya sendiri.
40
 
c) Keduanya tidak mubadzir, maksudnya bahwa para pihak 
yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah 
orang-orang yang boros (mubadzir), sebab orang yang boros 
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d) Baligh, yaitu menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh 
atau dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki 
dan telah datang bulan bagi anak perempuan, oleh karena itu 
transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah 
namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat 
membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia 
belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum 
bermimpi atau belum haid) menurut sebagian ulama bahwa 
anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual 




2) Syarat barang yang diperjual belikan: 
a) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada 




b) Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang 
najis, seperti anjing, babi dan lain-lain. Menurut riwayat lain 
dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing untung berburu” boleh 
diperjualbelikan. Menurut Syafi‟iyah bahwa sebab 
keharaman arak, bangkai, anjing dan babi karena najis, 
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c) Barang yang diperjualbelikan maupun alat tukarnya adalah 
suatu yang dapat diserah terimakan. Sebab sesuatu yang tidak 
dapat diserah terimakan dianggap sama saja dengan sesuatu 




d) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik 
secara sah, kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini 
maka tidak sah jual beli pasir ditengah padang, jual beli air 
laut yang masih di laut atau jual beli panas matahari, karena 
tidak adanya kepemilikan yang sempurna. 




f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan 
tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan 
menjadi miliknya. 
3) Syarat sah ijab qabul antara lain:47 
a) Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap 
hukum. Kedua belah pihak harus berakal, mumayyiz, tahu 
akan hak dan kewajibannya.  
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b) Kesesuaian antara kabul dan ijab, baik dari sisi kualitas 
maupun kuantitas. Pembeli menjawab semua yang diutarakan 
pembeli. Apabila pihak pembeli menjawab lebih dari ijab 
yang diungkapkan penjual, maka transaksi tetap sah. 
Sebaliknya apabila pembeli menjawab lebih singkat dari ijab 
yang diucapkan penjual, maka transaksi tidak sah.  
c) Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majelis, sekiranya para 
pihak yang melakukan transaksi hadir dalam suatu tempat 
secara bersamaan, atau berada dalam satu tempat yang 
berbeda, namun keduanya saling mengetahui.  
d) Ijab dan kabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.48 
4. Macam-Macam Jual Beli 
a. Menurut hukumnya 
Menurut hukumnya Jumhur fuqaha‟ membagi jual beli kepada 
shahih dan ghairu shahih yakni:
 
 
1) Jual beli shahih,yakni jual beli yang disyariatkan menurut asal dan 
sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak 
terkait dengan hak orang lain dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. 
Jual beli shahih menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindah 
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kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik 
pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik pembeli.
 49
 
2) Jual beli ghairu shahih, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun 
dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek 




a) Jual beli bathil, yaitu jual beli yang tidak disyariatkan menurut 
asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. 
Misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap 
hukum, seperti gila atau jual beli terhadap mal ghairu 
mutaqawwin (benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya 
secara sya‟i), seperti bangkai dan narkoba. 
Jual beli bathil ada beberapa macam, yakni: 
1) Jual beli ma‟dum (tidak ada bendanya), yakni jual beli yang 
dilakukan terhadap sesuatu yang tidak atau belum ada 
ketika akad. 
2) Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserah terimakan, 
Para ulama baik dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan 
Syafi‟iyah berpendapat, tidak sah melakukan jual beli 
terhadap sesuatu yang tidak dapat diserah terimakan, seperti 
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jual beli terhadap burung yang sedang terbang diudara dan 
ikan di laut.  
3) Jual beli gharar, yakni jual beli yang mengandung tipuan. 
Jual beli mengandung tipuan adalah jual beli sesuatu yang 
tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahterimakan, 
atau tidak diketahui hakikat dan kadarnya.
51
 Yang termasuk 
kedalam jual beli gharar adalah: 
(a) Jual beli muhazabanah, yakni jual beli sesuatu yang 
diketahui jumlahnya dengan sesuatu yang tidak 
diketahui jumlah atau harganya. Ini biasanya berlaku 
bagi buah-buahan yang masih dalam pelepahnya.
52
 
Jual beli seperti ini termasuk jual beli gharar karena 
tidak jelas kualitas dan kuantitasnya. 
(b) Jual beli mulamasah (jual beli dengan cara menyentuh 
barang) dan jual beli munabazah (jual beli dengan 
melempar barang). 
Jual beli mulamasah adalah jual beli dengan cara 
menyentuh barang di tempat gelap tanpa bisa melihat 
jenis, bentuk dan kualitas barang. Apa yang disentuh 
itulah hak pembeli. Sedangkan munabazah (melempar) 
adalah jual beli dengan cara melempar barang yang 
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akan dibeli. Mana barang yang terlempar itulah hak 
pembeli. Jika tidak ada satu pun barang yang terkena 
lempar, pembeli tidak mendapatkan apa-apa. 
(c) Jual beli thalaqi al-ruqan dan jual beli hadhir libad, 
jual beli yang dilakukan dengan cara menghadang 
pedagang dari desa yang belum tahu harga pasaran.  
(d) Jual beli an-Najasy, yakni jual beli yang dilakukan 
dengan cara memuji-muji barang atau menaikkan harga 
(penawaran) secara berlebihan terhadap barang 
dagangan (tidak bermaksud untuk menjual atau 
membeli), tetapi hanya dengan tujuan mengelabui 
orang.  
4)  Jual beli sesuatu yang najis dan menajiskan (bay‟ al-najis 
dan bay‟ al-mutanajjis). 
Jual beli sesuatu yang najis dan menajiskan (bay‟ al-
najis dan bay‟ al-mutanajjis). Seperti jual beli khamr, babi, 
bangkai dan darah. Karena barang-barang tersebut bukan 
termasuk kategori harta benda (mal) dan ini dilarang. 
Beberapa pendapat dari Imam Hanafi (seperti yang 
diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami 
wa Adillatuhu) membolehkan jual beli binatang buas seperti 
jual beli anjing, macan tutul singa, srigala dan kucing 
karena binatang-binatnag tersebut masuk dalam kategori 
 
 
(mal) harta benda. Akan tetapi penjualan binatang-binatang 
tersebut harus disertai dengan syarat, bahwa binatang 




5) Jual beli urbun (persekot), yaitu jual beli yang dilakukan 
dengan perjanjian pembeli menyerahkan uang seharga 
barang jika ia setuju jual beli dilaksanakan,  akan tetapi   
jika ia membatalkan jual beli, uang yang telah dibayarkan 
menjadi hibah bagi penjual. Dalam hal ini Jumhur ulama 
berpendapat jual beli dengan cara ini terlarang dan tidak 
sah. Sementara menurut Hanafiyah, jual beli ini fasid.
54
 
6) Jual beli air 
Salah satu syarat jual beli adalah benda yang 
diperjualbelikaan merupakan milik sendiri. Tidak sah 
melakukan jual beli terhadap benda-benda yang dimiliki 
secara bersama oleh seluruh umat manusia, seperti air, 
udara, dan tanah. Seluruh benda seperti air laut, sungai dan 
sumur umum tidak boleh diperjualbelikan karena tergolong 
mal mubah (benda-benda bebas).
55
 
b) Jual beli fasid, jual beli yang disyariatkan menurut asalnya. 
Namun sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh 
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orang yang pantas (ahliyah) atau jual beli benda yang 
dibolehkan atau memanfaatkannya. Namun, terdapat hal atau 
sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut yang 
mengakibatkan jual beli itu menjadi rusak.
56
 
Jual beli fasid terdiri dari beberapa bentuk:
57
 
1) Jual beli majhul (tidak jelas barang yang diperjualbelikan).  
2) Jual beli yang digantungkan kepada syarat dan jual beli 
yang digantungkan kepada masa yang akan datang.  
3) Jual beli barang yang ghaib atau tidak terlihat ketika akad. 
4) Menjual dengan pembayaran yang ditunda dan membeli 
dengan harga tunai (bai‟ ajal). 
5) Jual beli anggur dengan tujuan untuk membuat khamar, 
ataupun jual beli pedang dengan tujuan untuk membunuh 
seseorang.  
6) Melakukan dua akad jual beli sekaligus dalam satu akad 
atau ada dua syarat dalam satu akad jual beli.  
b. Menurut objeknya 
1) Jual beli Sharf 
Sharf  berarti jual beli antara satu mata uang dengan mata 
uang yang lain, baik sejenis maupun tidak sejenis. Menurut „Abd al-
Rahman al-Juzayri, Sharf adalah jual beli emas dengan emas, perak 
dengan perak, atau jual beli salah satunya dengan yang lainnya. 
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Sharf ini merupakan jual beli pada umumnya, sehingga rukun jual 
beli diberlakukan pula dalam Sharf.
58
 
2) Jual beli al-Muqayadhah 
Muqayadhah yakni jual beli yang dilangsungkan dengan cara 
saling menukar harta dengan harta (barter).
59
 
3) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji 
Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara 
tangguh dengan harga yang dibayarkan dimka, atau dengan kata lain 
jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan 
kriteria tertentu diserahkan pada waktu tertentu.
60
 
c. Menurut Subjeknya (pelaku akad) 
1) Akad jual beli dengan lisan 
Akad jual beli yang dilakukan dnegan lisan adalah akad yang 
dilakukan dengan mengucapkan ijab qabul secara lisan. Bagi orang 
yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan 
pembawaan alami dalam menampakkan kehendakknya.
61
 
2) Akad jual beli dengan perantara 
Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, 
perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul 
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dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli 
yang tidak berhadapan dalam satu majelis. 
3) Akad jual beli dengan perbuatan 
Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal 
dengan istilah mu‟athah yaitu mengambil dan memberikan barang 
tanpa ijab qabul. Seperti, seseorang mengambil rokok yang sudah 
bertuliskan label harganya. Jual beli demikian dilakukan tanpa sighat 
ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi‟iyah 
yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh 
Muamalah, bahwa hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun 
jual beli, tetapi menurut Mazhab Hanafiah membolehkan karena ijab 
qabul tidak hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk 
perbuatan pula yaitu saling memberi (penyerahan barang dan 
penerimaan uang). 
5. Jual beli yang dilarang 
Dalam pembagian macam-macam jual beli yang dilarang dalam 




a. Jual beli yang dilarang karena ahliyah atau ahli akad (penjual dan 
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1) Orang gila  
Ulama fikih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak 
sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, pingsan dan 
dibius. 
2) Anak kecil 
Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum 
mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara 
ringan dan sepele. Menurut ulama Syafi‟iyyah jual beli anak 
mumayyiz yang belum baliqh, tidak sah sebab tidak ada ahliyah 
(kecakapan hukum). 
Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah dan 
Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan oleh 
walinya. 
3) Orang buta 
Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang 
buta sah jika diterangkan sifat barang yang mau dibeli, karena 
adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama Syafi‟iyah tanpa 
diterangkan sifatnya dipandang bathil dan tidak sah, karena ia 
dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan baik 
walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang sah. 
4) Jual beli terpaksa 
Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang yang 
terpaksa adalah ditangguhkan (mauqud), sampai rela (hilang rasa 
 
 
terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim baginya ada khiyar. 
Adapun menurut ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut 
tidak sah sebab tidak ada keridhaan saat akad.
63
 
5) Fudhuli  
Jual beli fudhul yaitu beli milik orang lain tanpa seizin 
pemeliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang 
demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap menggambil hak 
orang lain (mencuri). 
6) Jual beli terhadap orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau 
pemboros) 
Jual beli yang dimaksud ialah jual beli yang dilakukan oleh 
orng-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun karena 
kebodohannya dipandang tidak sah, sebab ia di pandang tidak 
mempunyai kepandaian. 
7) Jual beli mulja‟ 
Jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam 
bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak 
sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada 
umumnya. 
b. Jual beli yang dilarang sebab sighat 
Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan 
pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuain 
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antara ijab dan qabul, berada disatu tempat dan tidak terpisah oleh suatu 
pemisah. Beberapa jual beli yang dianggap tidak sah atau masih 
diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut: 
1) Jual beli mu‟athah 
Jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan 
pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak 
memakai ijab kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena 
tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.
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2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul 
Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama, 
akan tetapi jika lebih baik, seperti meningkatkan harga, menurut 




3) Jual beli munjiz 
Jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau 
ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini 
dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat 
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4) Jual beli najasyi 
Jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau 
melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar 
orang itu mau membeli barang kawannya.  
5) Jual beli dibawah harga pasar 
Jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-
orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga 
semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia 
menjualnya dengan harga setinggi-tingginya. 
6) Menjual diatas penjualan orang lain 
Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan 
cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. 
7) Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain 
Misalnya seseorang berkata: “jangan terima tawaran orang 
itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi”. Jual 
beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan 
persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan antara 
pedagang. 
c. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang 
diperjualbelikan), antara lain: 
1) Jual beli gharar 
Jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut 
Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan jual beli gharar ialah jenis jual 
 
 
beli yang mengandung (kemiskinan) atau (spekulasi) atau 
(permainan taruhan). Jual beli yang demikian tidak sah. 
2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan 
Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan maksudnya 
yaitu jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung 
yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, 
karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti. 
3) Jual beli mahjul 
Jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong 
yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk 
bunga dan lain-lain. 
4) Jual beli sperma binatang 
Seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar 
mendapat keturunan yang baik adalah haram. 
5) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Quran) 
Jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh 
agama seperti arak, babi dan berhala adalah haram. 
6) Jual beli anak kambing yang masih berada dalam perut induknya 
Jual beli yang demikian haram, sebab barangnya belum ada 






7) Jual beli muzabanah 
Jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya 
jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan 
ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering. 
8) Jual beli muhaqallah 
Jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun 
atau disawah. Jual beli seperti ini dilarang dalam agama karena 
mengandung unsur riba didalamnya (untung-untungan). 
9) Jual beli mukhadharah 
Jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, 
misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan 
lain sebagainya. 
10) Jual beli mulammasah 
Jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang 
menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka 
berarti ia dianggap telah membeli kain itu.  
11) Jual beli munabadzah 
Jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang 
berkata: “lemparkanlah kepadaku appa yang ada padamu, nanti 
kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi 
lempar-melempar maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga 





1. Pengertian Al-Qard 
 
Masalah utang piutang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah Al-
Qard, yang menurut bahasa berarti “potongan”, dikatakan demikian karena 
Al-Qard merupakan potongan dari harta muqridh (orang yang membayar) 
yang dibayarkan kepada muqtaridh (yang diajak akad Qard).
66
 
Menurut Azhar Basyir, utang piutang adalah memberikan harta 
kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu 
mendatang.
67
 Menurut Imam Syafe‟i, hutang piutang dalam arti bahasa 
(etimologi) berarti potongan. Sedangkan dalam arti istilah (terminologi) 
adalah sesuatu yang diutangkan dan disebut juga dengan iqrad atau salaf, 
yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus 
ada penggantinya yang serupa (sama).
68
 
Dengan kata lain Al-Qard adalah pemberian harta kepada orang lain 
yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam 
tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, Al-Qard 




Kata qardh ini kemudian diadopso menjadi credo (romawi), credit 
(Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman qardh biasanya adalah 
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uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa 
bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana, dan hanya 




Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa definisi-definisi yang 
secara redaksional berbeda tersebut mempunyai makna yang sama. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa Qard (utang-piutang) adalah pemberian 
pinjaman oleh kreditur (pemberi pinjaman) kepada pihak lain dengan syarat 
(penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu 
yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian dengan jumlah yang sama ketika 
pinjaman itu diberikan. 
Para ulama sepakat bahwa Qard boleh dilakukan atas dasar bahwa 
manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan 
bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi  satu 
bagian dari kehidupan di dunia dan Islam adalah agama yang sangat 
memperhatikan kebutuhan umatnya. 
Disamping itu, hukum qard berubah sesuai dengan keadaan, cara dan 
proses akadnya. Adakalanya hukum qard boleh, kadang wajib, makruh, dan 
haram. Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan 
sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang 
yang kaya itu wajib memberinya utang. Jika pemberi utang mengetahui 
bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau 
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perbuatan yang makruh maka memberi utang hukumnya haram atau maruh 
sesuai dengan kondisinya. Jika seseorang yang berhutang bukan karena 
adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal 
perdagangannya maka hukuymnya mubah. Seseorang boleh berutang jika 
dirinya yakin dapat membayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang 
dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar 
utangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri pengutang maka ia tidak boleh 
berutang. 
Al-Qard disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan 
kemaslahatan bagi manusia.  Seseorang yang mempunyai harta dapat 
membantu mereka yang membutuhkan, akad utang piutang dapat 
menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk rasa kasih sayang 




2. Dasar Hukum Qard 
Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari adanya sifat 
saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Firman Allah dalam 
QS Al-Maidah (5) ayat 2: 
                          
 Artinya: dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 
Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 






 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor 
Keuangan Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 231-232 
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QS Al-Hadid (57) ayat 11: 
                               
   
 Artinya: siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, 
maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia 
akan memperoleh pahala yang banyak. (QS Al-Hadid (57): 11).
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Seruan untuk “meminjamkan kepada Allah Swt.”, artinya untuk 
membelanjakan harta dijalan Allah Swt. Hal ini juga selaras dengan seruan 





Terkait Qard para ulama telah menyepakati bahwa Qard boleh 
dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak 
bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun 
yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-
meminjam sudah jadi bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama 
yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya. 
3. Rukun dan Syarat Qard 
 
Rukun Qard menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul. 
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a. Dua orang yang berakad yang terdiri dari: muqrid (yang memberikan 
utang) dan muqtaridh (orang yang berhutang) 
b. Qardh (barang yang dipinjamkan) 
c. Sighat ijab dan qabul. 




a. Lafaz (ijab qabul) 
b. Yang berutang piutang 
c. Barang yang dihutangkan 
Dari beberapa pendapat diatas pada dasarnya sama, dan tiap-tiap unsur 
atau rukun tersebut harus memenuhi beberapa syarat yaitu: 
a. Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berhutang (muqtarid) dan 
orang yang membeli pinjaman (muqaridh), disyaratkan: 
1) Baligh, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru. Artinya 
cakap bertindak hukum. 
2) Muqaridh adalah orang yang mempunyai kewenangan dan 
kekuasaan untuk melakukan akad tabaru‟. Artinya harta yang 
diutangkan merupakan miliknya sendiri. 
b. Harta yang diutangkan (qardh) 
1) Harta yang diutangkan merupakan mal misliyat yakni harta yang 
dapat ditakar (makilat), harta yang dapat ditimbang (mauzunat), 
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harta yang diukur (zari‟yat), harta yang dapat dihitung (addiyat). 
Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah. 
2) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis 
harta makilat,mauzunat, addiyat. Ini merupakan pendapat ulama 
Malikiyah, Syafiliyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah 
mengutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat mayoritas 
fuqaha. 
3) Al-Qabad atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna 
kecuali dengan adanya serah terima. Karena di dalam akad qardh 
ada tabarru‟. Akad tabarru‟ tidak akan sempurna kecuali dengan 
serah terima. 
4) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi muqaridh 
(orang yang mengutangkan). 
5) Utang itu menjadi tanggung jawab muqtarid (orang yang 
berhutang). Artinya orang yang berhutang mengembalikan 
utangnya dengan harga atau nilai yang sama. 
6) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam 
7) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan 
sifatnya. 
8) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu. 
c. Sighat dan ijab qabul 
Akad qardh dinyatakan sah dengan adanya ijab dan qabul berupa 
lafal qardh atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu 
 
 
uang” atau “aku mengutangimu”, demikian pula qabul sah dengan semua 
lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berhutang”, atau “aku 
menerima”, atau “aku ridha” dan lain sebagainya. 
4. Hikmah dan Manfaat Qardh 
1. Hikmah Qardh 
 Hikmah disyariatkannya qardh yaitu sebagai berikut:
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a. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum Muslimin saling 
menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. 
b. Menguatkan ikatan ukhwah (persaudaraan) dengan cara 
mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan 
mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah 
dilanda kesulitan. 
2. Manfaat Qardh 




a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak 
untuk mendapatkan talangan jangka pendek. 
b. Al-Qardh al-Hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara 
bank syariah dan bank konvensional yang didalmnya terkandung 
misi sosial, disamping misi komersial. 
c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra 




 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group,2012), h. 333 
 
78




1. Pengertian Riba 
 
Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan), dalam pengertian 
lain secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun 
menurut istilah teknis riba berati pengambilan tambahan dari harta pokok atau 
modal secara batil.
79
 Kata riba dalam Al-Quran digunakan dengan bermacam-
macam arti, seperti: tumbuh, tambah, menyuburkan serta menjadi besar dan 




Ada beberapa pendapat dalam  menjelaskan riba, namun secara umum 
ditegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi 
jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan 
prinsip muamalah dalam Islam.
81
 
Di lain pihak, Imam Nawawi menjelaskan bahwa salah satu bentuk 
riba yang dilarang dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah tambahan atas 
harta pokok karena ada unsur waktu.
82
 Diantara tanda keadilan adalah 
haramnya bermuamalah dengan riba. Nabi saw menilai riba termasuk dalam 
“tujuh mubiqat” yaitu membinasakan perorangan dan masyarakat, dunia dan 
akhirat. Nabi melaknat pemakan dan pemberi riba, penulis dan dua orang 
saksinya dengan berkata “mereka semuanya sama” dalam berbuat dosa, 
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meskipun berbeda tingkatan dosanya.
83
 Itu  tidak lain karena riba adalah 
tindakan memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan resiko, kemudahan 
yang diperoleh orang kaya atas kesedihan orang miskin, serta merusak 
semangat manusia untuk bekerja mencari uang.   
Pada zaman jahiliyah, praktik riba yang terjadi berupa transaksi 
pinjam meminjam dengan suatu perjanjian, peminjam bersedia 
mengembalikan jumlah pinjaman pada waktu yang telah disepakati berikut 
tambahan. Pada saat jatuh tempo si peminjam (kreditor) meminta jumlah 
pinjaman yang dulu diberikan kepada peminjam (debitor). Jika debitor 
mengatakan belum sanggup membayar, kreditor akan memberikan tenggang 
waktu dengan syarat, debitor bersedia membayar sejumlah tambahan diatas 
pinjaman pokok tadi.
84
 Sebelum turun ayat pelarangan riba, transaksi ribawi 




Secara hukum fiqh (juristikal) riba mengandung pengertian: 
a) Tambahan uang yang diberikan ataupun diambil dimana pertukaran uang 
tersebut dalam bentuk uang yang sama (dollar-for-dollar exchange, 
misalnya) 
b) Tambahan nilai uang pada satu sisi yang sedang melakukan kontrak 
tatkala komoditas yang didagangkan secara barter itu pada jenis yang 
 
83
 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 
183 
84
 Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis, (Jakarta: Prenadamedia 
Group, 2008), h. 240 
85
 Adiwarman Aswar Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema 
Insani Press, 2011), h. 70 
 
 
serupa. Beberapa fuqaha mempergunakan istilah ini dalam istilah yang 
umum dengan memasukkan semua bentuk transaksi yang tidak halal.
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2. Dasar Hukum Riba 
a. Al-Quran 
QS Al-Baqarah ayat 275: 
                 
                           
                             
                        
 
Artinya: orang-orang yang memakan (mengambil) riba, tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang  kemasukan setan 
lantaran tekanan penyakit gila. Hal itu karena mereka mengatakan bahwa 
jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli 
dan mengharamkan riba. Barang siapamendapat peringatan dari 
Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi 
miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa 





                        
                       
             
Artinya: wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan 
tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jila kamu orang beriman. Jika 
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Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok 
hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi 






َىِب َوْزنًااهلل َعَلْيِو َوَسلَّ  ْيرَة قَا َل: قَا َل َرُسْو ُل ا هلِل َصَلي َوَعن َأِب ُىرَ   م ) الذَّ َىُب بِالذَّ
(. َرَواُه َد فَ ُهَورِبًاَوالِفضَُّة بِالِفضَِّة َوْزنًا ِبَوْزٍن ِمْثاًل ِبِْثٍل، َفَمْن َزاَدَأوِاْست ََزَا  ِبَوْزٍن ِمْثاًل ِبِْثاٍل،
 ُمْسِلٌم.
Artinya: Dari Abu Hurairah r.a dia berkata, “Rasulullah bersabda, (boleh 
menjual/menukar) emas dengan emas dengan timbangan yang sama dan 
sebanding, perak dengan perak dengan timbangan yang sama dan 





َىُب بِا َوَعْن ُعَبا َدَة ْبِن الصَّا ِمِت َقاَل: َقاَل َرُسْوُل الّلِو صَ  َلي اهلل َعَلْيِو َوَسلَّم: )الذَّ
َىِب،  ، َواملِْلُح بِا ملِْلِح، ِمْشاًل ِبِْشٍل، َسَواًء ِبَسَواٍء، يًَدا بَِيٍد، لذَّ واِفضَُّة بِالِفضَِّة، والبُ رُّ بِالبُ رِّ
ِ ِإ َذا ِاْختَ َلَفْت َىِذِه الَ فَ  ُوْوا َكْيَ    َيًدابَِيٍد(. َرَواُه ُمْسِلٌم.ُتْم ِإَذا َكاَن ئْ ْصَنا ُ  َفِبي ْ
Artinya: “Dari Ubadah bin ash-Shamit r.a, dia berkata, “:Rasulullah 
SAW bersabda, (Boleh menjual atau menukar) emas dengan emas, perak 
dengan perak, gandum dengan gandum, sya‟ir dengan sya‟ir, kurma 
dengan kurma dan garam dengan garam, (dengan syarat) semuanya harus 
sama sebanding dan kontan. Dan apabila jenisnya berbeda maka juallah 




3. Sebab- Sebab Haramnya Riba 
Sebab-sebab diharamkannya riba diantara sebagai berikut, yaitu: 
a. Karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya. 
b. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada 
imbangannya, seperti seseorang menukarkan uang kertas Rp. 10.000,00 
 
88
 Ibid., h. 47 
89
 Al- Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqalani, Terjemahan Bulughul Maram, Jeddah: Al-Thoba‟ah 
Wal-Nashar Al-Tauzi‟. t. Th, h. 402 
90
 Ibid., h. 401 
 
 
dengan uang recehan senilai Rp. 9.950,00 maka uang senilai Rp. 50,00 
tidak ada imbangannya, maka uang senilai Rp. 50,00 adalah riba. 
c. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah 
menurut syara‟. Jika riba sudah mendarah daging pada seseorang,orang 
tersebut lebih suka berternak uang karena ternak uang akan mendapatkan 
keuntungan yang lebih besar daripada dagang dan dikerjakan tidak 
dengan susah payah 
d. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia 
dengan cara hutang-piutang atau menghilangkan faedah hutang-piutang 




4. Macam-Macam Riba 
Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing 
adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi 
menjadi riba qardh  dan riba jahiliyah. Adapun kelompok kedua, riba jual 
beli terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi‟ah.
92
 
a. Riba qardh 
Suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam 
perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam 
perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya 
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Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan 
terhadap yang berhutang (muqtaridh) 
b. Riba jahiliyyah 
Riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si 
peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. 
Peminjam akan membayar dengan jumlah tertentu yang jumlahnya 
melebihi jumlah uang yang telah dipinjamnya apabila peminjam tidak 
mampu membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah 
disepakati. Kelebihan atas pokok pinjaman ini ditulis dalam perjanjian 
sehingga mengikat pada pihak peminjam.
94
 
c. Riba fadhl 
Yaitu jual beli atau tukar-menukar terhadap suatu barang dengan 
zatnya yang sama tetapi kualitasnya yang berbeda sehingga satu kilogram 
benda bersedia untuk ditukar dengan dua kilogram yang lainnya karena 
yang satu kilogram itu lebih bermutu. 
95
 dengan kata lain riba fadhl 
adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang 
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d. Riba Nasi‟ah 
Merupakan pertukaran antara jenis barang ribawi yang satu dengan 
yang lainnya. Pihak satu akan mendapatkan barang yang jumlahnya lebih 
besar disebabkan adanya perbedaan waktu dalam penyerahan barang 
tersebut. Penerima barang akan mengembalikan dengan kualitas yang 
lebih tinggi karena penerima barang akan mengembalikan dengan 
kualitas yang lebih tinggi karena penerima barang akan mengembalikan 
barang tersebut dalam waktu yang akan datang.
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5. Hikmah Dilarangnya Riba 
Beberapa hikmah dilarangnya riba yaitu sebagai berikut: 
a. Allah SWT tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi 
manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat 
membawa kerusakan baik individu maupun masyarakat. 
b. Cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat, karena keuntungan 
yang diperoleh si pemilik dana bukan merupakan hasil pekerjaan atau 
jerih payahnya. 
c. Riba dapat menyebabkan krisis akhlak dan rohani. Orang yang 
meribakan uang atau barang akan kehilangan rasa sosialnya, egois 
d. Riba dapat menimbulkan kemasalan bekerja, hidup dari mengambil harta 




 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 15 
 
 
e. Riba dapat mengakibatkan kehancuran. Banyak orang-orang yang 
kehilangan harta benda dan akhirnya menjadi fakir miskin.
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B.  Tinjauan Pustaka 
Penelitian terdahulu terkait dengan topik skripsi Jual Beli Gaji Buruh 
dalam Tinjauan Hukum Islam, yaitu  dari penelitian sebagai berikut: 
1. Penelitian terdahulu dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang (Studi Kasus di Desa Panjunan 
Pati Kabupaten Pati).” yang ditulis oleh Rifki Nur Avita, penulis menarik 
kesimpulan bahwa transaksi tukar-menukar diperbolehkan dalam hukum 
Islam. Akad yang diterapkan dalam transaksi tersebut adalah akad ijarah 
„alaa al-a‟maal ijarah. Selain itu terdapat beberapa faktor yang menjadi 
alasan diperbolehkannya transaksi tersebut. Pertama, tambahan tersebut 
merupakan upah atas susahnya mendapatkan uang pecahan. Kedua, 
karena mengandung kemaslahatan yang besar didalamnya, yaitu 
kemaslahatan dalam hal bermuamalah untuk memenuhi hidupnya. 
Ketiga, praktik tukar uang tersebut tercermin sebagai kebaikan, yakni 
terdapat unsur saling tolong menolong antara penyedia jasa dengan 
pengguna jasa (konsumen). Keempat, praktik tukar menukar uang 
tersebut merupakan salah satu bentuk kecil ekonomi rakyat, dimana 
rakyat memanfaatkan sumber daya yang telah dikuasainya. Kelima, 
adanya praktik tukar menukar uang pecahan tersebut lebih 
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mempermudah masyarakat untuk mendapatkan uang pecahan tanpa harus 
susah payah mengantri di Bank.
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 Perbedaan skripsi Rifki Nur Avita dengan skripsi ini adalah akad 
dan tata cara pelaksanaannya, yang digunakan untuk transaksi dalam 
skripsi Rifki Nur Avita adalah akad ijarah „alaa al-a‟maal ijarah 
sedangkan dalam skripsi ini menggunakan akad jual beli. 
2. Penelitian terdahulu dengan judul skripsi “Jual Beli Uang Rusak Dalam 
Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto 
Kabupaten Banyumas).” yang ditulis oleh Ilham Fahmi, penulis menarik 
kesimpulan bahwa: 
a. Setelah melakukan penelitian lebih mendalam bahwa jual beli uang 
rusak di Pasar Wage Purwokerto dalam praktiknya dilakukan 
setengah harga atau 50% dari nominal uang yang rusak. Misalnya si 
A (pedagang) mempunyai pecahan Rp. 100.000,00 rusak, kemudian 
bakul duit keliling  membeli dengan harga Rp. 50.000,00. Untuk 
pecahan Rp. 50.000,00 rusak, dibeli dengan harga Rp. 25.000,00 
baru dan begitu seterusnya. Dengan bahasa lain pada umumnya, 
(bakul duit keliling) mematok harga setengah dari nominal uang 
rusak yang diperjualbelikan. 
b. Dari praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Wage 
Purwokerto dianggap sah jika melihat dari segi rukun dan syaratnya 
secara umum. Namun jika dilihat secara khusus tentang syarat jual 
 
98
 Rifki Nur Avita, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Menukar Uang (Studi 
Kasus di Desa Panjunan Pati Kabupaten Pati)”, (Skripsi Program Strata 1 Jurusan Muamalah 
Fakultas Syari‟ah dan Hukum: UIN Walisongo Semarang, 2016), h. 74 
 
 
beli uang, bahwa jual beli tersebut mengandung unsur riba. Unsur 
riba disini adalah pihak pembeli uang rusak mengambil untung dari 
nilai lebih nominal uang rusak yang diperjualbelikan. Hal tersebut 
tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam sharf  yaitu: “adanya 
kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis”. Apabila barang 
sejenis dijual dengan sejenisnya seperti perak dengan perak atau 
emas dengan emas, maka tidak boleh dilakukan kecuali bila 
timbangan keduanya sama, meskipun berbeda kualitas dan 
bentuknya di mana salah satunya lebih berkualitas dari yang lain 
atau lebih bagus bentuknya. Berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW 
diatas, “Emas dengan emas, masing-masing kadarnya sama.” 
Maksudnya, emas dijual dengan emas yang sama timbangannya 




 Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Ilham Fahmi dengan 
skripsi ini adalah skripsi yang ditulis oleh Ilham Fahmi adalah jual 
beli uang rusak dalam prespektif hukum Islam sedangkan dalam 
skripsi ini membahas tentang jual beli gaji buruh dalam tinjauan 
hukum Islam dimana jual beli tersebut ditangguhkan dengan 
menjaminkan ATM buruh tersebut kepada si pembeli gaji buruh itu. 
3. Penelitian terdahulu dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri” yang 
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ditulis oleh Muflihatul Bariroh menarik kesimpulan bahwa fenomena 
praktik transaksi penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri 
adalah pada mulanya merupakan transaksi yang terlarang karena tidak 
sesuai dengan kaidah dalam pertukaran yang berlaku dalam Islam, yakni 
adanya pertukaran barang sejenis berupa uang rupiah dengan rupiah 
tetapi dengan takaran atau nilai yang berbeda. 
Namun demikian, menurut Muflihatul Baririh transaksi tersebut menjadi 
sah dan diperbolehkan karena beberapa sebab. Fenomena transaksi 
penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri yang semakin marak 
di berbagai sudut jalan strategis kota besar dapat dikategorikan telah 
memberikan kebaikan yang berdampak pada adanya kemaslahatan 
terhadap manusia dalam bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Kemaslahatan itu tercermin dengan adanya kebaikan dan 
tolong menolong antara penyedia jasa dan konsumen. Oleh karena itu, 
keadaan tersebut sesuai dengan kaidah bahwa kebutuhan pun memiliki 
kedudukan yang sama dengan darurat yang akan membawa kemudahan. 
Kemudahan tersebut tercermin melalui tersedianya jasa-jasa penukaran 
uang baru non Bank yang ada di berbagai sudut jalan kota besar. 
 Perbedaan skripsi Muflihatul Bariroh dengan skripsi penulis 
adalah sistem pelaksanaannya, dimana dalam penilitian Muflihatul 
Bariroh transaksi dalam tukar menukar uang menjelang hari raya 
langsung dilaksanakan oleh kedua belah pihak tersebut pada saat yang 
 
 
bersamaan, sedangkan dalam penelitian jual beli gaji buruh terdapat 
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